- Mengingat

Menimbang :

. B5493);

BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
~ NOMOROQJTAHUN 2017

TENTANG

PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

. bahwa gotong royong mél_'upakan salah satu budayé

_bangsa yang nmengandung nilai dan = semangat
‘kebersamaan, persatuan, dan tolong menolong yang
menjadi  kekuatan besar dalam  mewujudkan
pembangunan yang perlu dilestarikan dan ditumbuh
kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat; :
bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang
terencana, terukur, terarah dan berkesinambungan serta 7
dalam Upaya memperluas kesempatan kerja dan -

| ‘pemberdayaan masyarakat perlu merevitalisasi gotong

royong untuk mendorong partisipasi masyarakat secara
" aktif dan produktif dalam perencanaan, pelaksanaan,__
pcmblayaan dan pengawasan pembangunan; -

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud '

- dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
‘Daerah tcntang Pemberdayaan. Gotong Royong;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk-

Indonesm Tahun 1945;

. _.'Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang _'

" Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah
- Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

~Nusa ‘Tenggara Tunur (Lembaran Negara | Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indones1a Nomor 1655)

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor -
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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- Nomor. 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kedua Atas

Undang-Undang I|\Iomor 23 Tahun 2014 '-t'entang L

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran - " Negara Republik .

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

. Negara Republik Indonesm Nomor 5587} sebagalmana telah

diubah ' beberapa kah terakhir dengan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang -
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran o

Negara Republik Indoncs1a Nomor 5679); -

Peraturan Menteri | Dalarn Negeri Nomor 42 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhaktl Gotong
Royong Masyarakat e ' '
Peraturan Menteri \Dalam Ncgcn Nomor- 80 Tahun 2015' _
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara chubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), ,

Dengan Persetu_]uan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

dan

BUPAT; DOMPU
] .
MEMUTUSKAN : -

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN GOTONG -

ROYONG

BABI" .
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dlmaksud dengan

1.
2,

Daerah adalah Kabupatcn Dompu. _
Pemerintah Daerah adalah Bupatl scbaga,l unsur

penyclenggara Pefnenntahan 'Daerah = yang memunpm

- pelaksanaan  urusan pemerintahan yang - menjadi o

W

kewenangan daerah.

. Bupati adalah Bupatl Dompu.

. Dewan Perwakilan Rakyat- Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

. Gotong royong adaiah kegiatan kcr_;asama masyarakat baik o
secara orang perorangan maupun berkelompok = dalam

berbagai bidang *pembangunan yang diarahkan pada
penguatan pcrsatuan dan kesatuan serta peran aktif

o masyarakat dalam rangka penmgkatan kcse_]ahtcraan_ _
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sosial - ekonomi masyarakat dan pengembangan sosial
ekonomi wilayah. ' -

Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya dlsmgkat
PGR adalah program penguatan gotong royong sebagai

" suatu nilai dasar pembangunan dengan semangat
- kebersamaan dan tolong menolong yang dilandasi

semangat ikhlas, jujur, dan sungguh-sungguh dalam
mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan perluasan
kesempatan kerja masyarakat.

. -Gotong Royong Mandiri adalah gotong royong' yang

kegiatannya direncanakan secara sederhana dan
dilaksanakan bersama oleh masyarakat secara swadaya
murni atau partisipasi sukarela dalam rangka mencapai
tujuan dan kepentingan bersama anggota masyarakat.

. Gotong Royong Stimulan - adalah gotong royong yang
‘kegiatannya direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh

masyarakat dengan dukungan pemberdayaan dan biaya
pendampingan dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah

Desa atau Dunia Usaha/Perusahaan melalui 'dana

Corporate Social Respon51b111ty/ CSR.

. Gotong Royong Padat Karya adalah gotong royong yangi

kegiatannya direncanakan dan dibiayai oleh Pemerintah
Daerah melalui APBD atau Pemerintah Desa melalui
APBDes atau Dunia Usaha/Perusahaan melalui dana

~ Corporate Social Responsibility/CSR, yang pelaksanaan

10.

1L

12.

‘13.

kegiatan diserahkan kepada masyarakat.

Tim Pengarah Pemberdayaan Gotong Royong yang
selanjutnya disingkat Tim Pengarah PGR adalah
perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan

~memberikan arahan terhadap penyelenggaraan program

dan kegiatan gotong royong.
Tim Pembina Pemberdayaan Gotong Royong. yang

'selanjutnya disingkat Tim Pembina PGR  adalah

perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan
melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan program
dan kegiatan gotong royong. ~

Tim Penggerak Program Daerah Pemberdayaan Gotong
Royong yang selanjutnya disingkat Tim Penggerak PGR
adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang
berperan sebagai penggerak dalam pelaksanaan program

dan kegiatan gotong royong,

Agen Pemberdayaan Program Daerah Pemberdayaan
Gotong Royong yang selanjutnya disingkat Agen
Pemberdayaan PGR adalah perangkat pemberdayaan
gotong royong yang berperan memfasilitasi perencanaan
program dan pelaksanaan kegiatan gotong royong.
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14.

15.

Keuangah Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah -~ dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah  yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama

- oleh Pemerintah Daerah dan- DPRD, dan ditctapkan

16.

17.

18 -
- BPD - adalah lembaga yang melaksanakan fungsi -

dengan Peraturan Daerah. :

Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penyelengaraan urusan Pemerintah. '
Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya'disingkat

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

' penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wxlayah dan

19.

- 20,
21
292,

23.
24,

26.

27.

a.

dxtetapkan secara demokratis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sélanjutnya
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

Camat adalah Camat di Kabupaten Dompu

.Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah dg

Kabupaten Dompu.

Kepala =  Dusun/Lingkungan adalah Kepala
Dusun/Lingkungan di Kabupaten Dompu.

Ketua RT adalah ketua RT di Kabupaten Dompu.. -

Ketua Kelompok Tani/Ketua Gabungan Kelompok Tani
adalah Ketua Kelompok Tam/ Ketua Gabungan Kelompok '

-‘Tani di Kabupaten Dompu.
25.

Malar adalah petugas pengatur air untuk keperluan irigasi
dalam sistem pengelolaan pertanian tradisional.

Dusun adalah kawasan atau blok yang ditetapkan sebagai -
‘wilayah sasaran Program Daerah Pemberdayaan Gotong

Royong. _

Forum Yasinan adalah wadah fasilitasi rangkaian kegiatan
sosxal'keagamaan pada setiap malam Jum’at yang diawali
dengan sholat magrib berjama’ah, membaca Surat Yasin
bersama, sholat Isya berjama’ah serta evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan,pelaksanaan pembangunan
dan komumkam pengaduan masyarakat :

Pasal 2

" PGR dilaksanakan berdasarkan asas:

musyawarah;
v.V.1



mmeap g

kebersamaan;
keterbukaan;
aspiratif;
keberdayaan;
kemanfaatan;
kepastian hukum.

: Pasal 3

PGR dilaksanakan dengan tujuan:
a. merevitalisasi gotong royong sebagai nilai dasar

PGR terdiri atas:

- pembangunan yang berlandaskan kebersamaan dan tolong

menolong dengan semangat ikhlas, jujur, dan sungguh-
sungguh sebagai sarana utama dalam mewujudkan
pembangunan yang berhasil gima dan berdaya guna;
mengoptimalkan gotong royong sebagai sarana revolusi
mental dan meningkatkan peran serta masyarakat sebagai
subyek pembangunan dalam merencanakan,
melaksanakan, mengawasi dan  mengevaluasi
pembangunan; . _
menumbuhkan rasa memiliki terhadap perencanaan
program/kegiatan dan hasil pembangunan yang asplratlf
dan berkualitas;

. memberdayakan memperluas kesempatan kerja dan

meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat;
mempererat semangat kebersamaan, solidaritas dan tolong
menolong dalam mencapai hasil pembangunan serta
memperkuat jiwa nasionalisme dalam menjaga keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. '

BABII
JENIS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

a. gotong royong mandiri.
b. gotong royong stimulan.

_c. gotong royong padat karya.

Pasal 5

Ruang lingkup PGR fncncakup:
a. Bidang Fisik meliputi:

1. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lmgkungan
(alan lingkungan, jalan wusaha tani, jembatan,
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~ prasarana persampahan, jamban, bedah rumah, dan
lain-lain); 3
Pembangunan dan pemchharaan prasarana air bersih;
Pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman,;
4. Konservasi, rehabilitasi dan pengembalian fungsi aliran
' Sungai serta Danau |
b. Bidang Ekonomi meliputi: :

1. Penguatan peran koperasi dan -lembaga pcrbankan
dalam mendukung perekonomian masyarakat;

2. Pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat

- dan petani/nelayan miskin; - -

3. Pembangunan dan perbaikan sarana perekonomian
‘masyarakat seperti bendungan, saluran irigasi. dan
prasarana perekonomian lainnya; o _

4, Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan
dan hortikultura; dan :

5. Pengembangan objek wisata.

c. Bidang Sosial Budaya meliputi:

1. Penegakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat

2. Penyuluhan kcschatan dan- pclayanan kesehatan

- massal;

‘3. Pembangunan dan pemeliharaan sarana peribadatan
-dan pemakaman umum; dan ]

4. meningkatkan kepedulian dan tanggungjawab sosml

~ terhadap Penyandang Masalah  Kesejahteraan
- Sosial (PMKS}); ' '
BAB III

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 6

Orgamsam penyelenggara PGR adalah scbaga1 berikut:
a. Tim Pengarah PGR.

b. Tim Pembina PGR.

c. Tim Penggerak PGR |

d. Agen PGR.

Pasal 7

(1) Tim Pengarah PGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a adalah tim yang bertugas dan  berwenang
memberikan arahan pcrcncanaan, pelaksanaan,
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- pengendalian dan pengawasan, serta evaluaSi dan
pelaporan PGR.
(2) Tim Pengarah PGR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
- terdiri atas:
a. Bupati;
. Wakil Bupati;
lepman DPRD KABUPATEN DOMPU
Ketua Pengadilan Negeri Dompu;
Kepala Kejaksaan Negeri Dompu; -
Komandan Kodim 1614/ Dompu;
g. Kapolres Dompu;
(3) Tim Pengarah PGR dltetapkan dengan Keputusan Bupatl

~e o g

_ Pasal 8
(1) Tim Pembina PGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
| huruf b adalah tim yang berwenang dan berfungsi g
‘melakukan pembinaan dan fasilitasi perencanaan, |
pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi
- . dan pelaporan PGR di kecamatan, * ' |
~ (2) Tim Pembina PGR sebagaimana dJrnaksud pada ayat (1)
terdiri dari : ,
7 a. Camat;
- b. Kapolsek;
c. Koramil/ Danposrannl _
- d. Anggota DPRD Dapil bersangkutan
-{3) Tim Pembina PGR ditetapkan dengan Keputusan Bupatl

Pasal 9 7
( 1) Tim Penggerak PGR sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 6

huruf . c¢ adalah tim yang berwenang dan berfungsi - .

. ~ menggerakkan  partisipasi = aktif . masyarakat, dalam
. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan péngawasan,
- serta evaluasi dan pelaporan PGR di desa/kelurahan e
(2) Tim Penggerak PGR sebagaimana dxmaksud pada ayat (1
terdiri atas : -
a. Kepala Desa/Lurah;
.b. Babinsa;
e Bhabmkamtlbmas,
(3) Tim Penggerak PGR dltetapkan dengan Keputusan Bupat1

Pasal 10

(1) Agen PGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d
~ adalah " satuan penyelenggara yang berwenang dan
berperan memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan

- kegiatan gotong royong mandiri, gotong royong stimulan
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~dan gotong royong padat Kkarya bersama dengan
masyarakat.
(2) Agen PGR sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terd1r1__
atas:
a. Agen PGR Kecamatan;
b. Agen PGR Desa/ kelurahan; dan
~ ¢. Agen PGR Dusun.
(3) Keanggotaan Agen PGR Kecamatan berjumlah 10 (sepuluh)
orang. . . _
4) Keanggotaan Agen PGR Desa/ Kelurahan beljjumlah 6
~ {enam) orang. |
(5) Keanggotaan Agen PGR Dusun berjumlah 3 (tiga) orang.
{6) Agen PGR dibentuk dan dltetapkan dengan Keputusan
Bupati. :

Pasal 11

_ (1) Agen PGR berwenang memfasﬂlta31 dan rnenggerakkan

gotong royong mandiri. :
(2) Agen PGR berwenang rnenyelenggarakan gotong royong
. stimulan dan gotong royong padat karya yang dananya
bersumber dari APBD dan atau APB Desa serta dana CSR.
(3) Gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
“ayat (2) dilaksanakan bersama masyarakat sctempat dan

~ kelompok sasaran.

Pasal_ 12

Agen PGR bertugas : .
a. melakukan pendataan kelompok sasaran.
b. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan gotong
. royong, - monitoring, évaluasi, - pelaporan, dan
‘penatausahaan kegiatan; o \
C. rnengendahkan pengelolaan dana PGR

Bagian Kedua
Pelaksana

Pasal 13

PGR dapat dilaksanakan oleh:

a. Masyarakat perorangan;

b. Kelompok masyarakat;

c. Rukun Tetangga (RT);

d. Kelompok profesi dan atau organisasi lainnya.

Pasal 14

(1) Kelompok profe81 dan atau 'c')rganisasi-' lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d antara lain

' sepcrtl _
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Korpri/ ASN

Ikatan Dokter Indonesia, Bidan, Perawat;

Ikatan Advokat Indonesia; SR

KNPI, organisasi kcmahasmwaan/ kesiswaan, dan OKP

lainnya;

e. PKK, Dharma Wanita, GOW; o B
f. Kelompok Pegawai/karyawan serta  Kelompok
masyarakat lainnya. -

(2) Kelompok profesi dan atau organisasi lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan
gotong royong mandiri, gotong royong stimulan dan gotong
royong padat karya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gotong royong mandiri,
gotong royong stimulan dan gotong royong pada karya oleh

0o P

" Kelompok profesi dan organisasi serta perkumpulan R

lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM

Pasal 15

'(1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan PGR "

- dibentuk tim penanggung jawab program.
(2) Tim penanggung jawab program sebagaunana dlmaksud .

pada ayat (1) terdiri dari: ‘

a. Sekretaris Daerah sebagai ketua.

b. Asisten yang membidangi pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat sebagai wakil ketua. _

c. Asisten yang nmembidangi perekonomian dan
pembangunan sebagai wakil ketua. x .

d. Kepala Bappeda sebagai sekretaris. e

e. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa sebagai anggota.

f. Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan
daerah sebagai anggota. =

g. kepala SKPD yang membidangi urusan sosial dan
ketenagakerjaan sebagai anggota.

(3) Tim penanggung jawab program ~ditetapkan  dengan -

- Keputusan Bupati.

BABV
PENGAWAS DAN PENGENDALI PROGRAM

Pasal 16

(1) Dalam rangka menjamin penyclcnggaraan PGR sesuai.
rencana dan tujuan program dibentuk tim pengawas dan
pengendali program.

(2) Tim pengawas dan pengendali program scbagannana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
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a. Inspektur Inspektorat sebagai ketua.
b. Staf Ahli Bupati. P
- c¢. Staf Khusus Bupati.

(3) Tim pengawas dan pengendali prograrn _ditetapkan'

dengan Keputusan Bupati..
BABVI
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Gotong Royong Mandiri

Paragraf 1 7
Prakarsa dan Perencanaan

Pasal 17

(1)' Setiap orang atau kelompok Vmasyaraka.t atau organisasi

berhak memprakarsai dan atau mengusulkan rencana
- gotong royong mandiri untuk kegiatan pembangunan yémg
bersifat insidentil guna merncnum tu]uan dan kepentingan
bersama.
(2) Jenis kegiatan pembangunan yang bersifat insidentil
' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. pembangunan/perbaikan badan jalan di lingkungan -

permukiman baru; _ :
b pembangunan/perbmkan gorong—gorong . skala
lingkungan; .
c. pembangunan/ perbalkan saluran drainase lingkungan;
d. pembangunan/perbalkan saluran irigasi pertaman -
skala kecil; :
€. perbalkan/ pembersihan sarana pubhk sepertx rnaSJld
taman, pasar, terminal, tempat pemakaman, dan
pantai wisata; dan : _ | '
f. Pembangunan/perbaikan - fasilitas - kemasyarakatan
~ skala kecil lainnya. ' N

Pasal _18

thong royong mandiri direncainékan secara sederhana dari -

dan oleh masyarakat setempat terhadap kebutuhan

pembangunan yang bersifat insidentil untuk memenuhi tujuan
- dan kepentingan bersama.

Pasal 19 _
(1) Perencanaan  kegiatan gotong royong  mandiri
dikoordinasikan oleh: ' S -
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a. Ketua RT untuk kegiatan gotong royong di hngkungan
" RT bersangkutan; -
b. Kepala Dusun/Lingkungan untuk keglatan -gotong
royong lintas RT dalam wﬂayah Dusun/ ngkungan_ _

bersangkutan.
c. Kepala Desa/Lurah untuk kegiatan gotong royong
lintas Dusun/Lingkugan dalam wilayah -

‘Desa/Kelurahan bersangkutan. _ |
d. Camat untuk Kkegiatan gotong royong lintas
~ desa/kelurahan dalam - wilayah ' kecamatan
~ bersangkutan. : )
e. Kepala SKPD yang memb1dang1 pemermtahan desa dan
- pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan ~gotong
royong lintas kecamatan.
f. Malar atau Ketua Kelompok Tani atau Ketua Gabungan _
~ Kelompok Tani setempat untuk kegiatan gotong royong
- yang berkaitan infrastruktur pertanian skala kercil
- seperti pembuatan/perbaikan saluran irigasi cacing,
~ pembuatan/perbaikan pagar usahatani, dan lainnya.
g. Ketua  kelompok/organisasi = masyarakat, = ketua
. organisasi kepemudaan dan ketua organisasi lainnya:
yang akan melakukan keglatan bakti sosial di wilayah
bersangkutan. ' _

@) Rencana kegiatan gotong royong mandiri yang . telah
disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlsampalkan
kepada Agen PGR sesuai hngkup keglatan yang akan
digotong royongkan. ,

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara
perencanaan gotong royong Mandiri diatur dengan
Petunjuk Pelaksanaan yang dltetapkan dengan Keputusan
Bupat1

Pasal 20
Perencanaan = gotong royong mandiri dapat melibatkan

kelompok atau organisasi masyarakat, organisasi profesi,
organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat lainnya

~ yang merencanakan bakt sosial di wilayah bersangkutan.

Paragl'af 2
Pelaksanaan

Pasal 21
(1) Gotong royong ~mandiri dilaksanakan sendiri oleh
masyarakat setempat secara swadaya terhadap program
atau kegiatan pembangunan yang bersifat insidentil guna
memenuhi tujuan dan kepentmgan bersama. .

2) Pelaksanaan gotong royong mandiri dJkoordlnasakan oleh
11



Ketua RT untuk gotong royong di hngkungan R’I‘
bersangkutan;

'Kepala Dusun/Lingkungan untuk gotong royong hntas .

RT dalam wilayah Dusun / Llngkungan bersangkutan

. Kepala Desa/Lurah ‘untuk gotong royong hntas
"Dusun/ ngkugan dalam wﬂayah Desa/ Kelurahan -

bersangkutan.

.Camat -untuk gotong royong hntas desa/ kelurahan _'
‘dalam wilayah kecamatan bersangkutan. :
. Kepala SKPD yang membidangi pemerintahan desa dan

pemberdayaan masyarakat untuk gotong royong lintas

kecamatan.

‘Malar atau Ketua Kelompok Tani atau Ketua Gabungan '
‘Kelompok Tani setempat untuk gotong royong yang
‘berkaitan  dengan ' - ~pertanian .  seperti
‘pembuatan/perbaikan . saluran - irigasi cacing dan
' pembuatan/perbaikan pagar kawasan. B |

Ketua  kelompok/organisasi — masyarakat, = ketua -

organisasi kepemudaan dan ketua organisasi. lamnya i

yang melaksanakan keglatan bakt1 sosml di wﬂayah

_bersangkutan.

(3) Tim Agen PGR sesuai lingkup keglatan yang telah dlgotong-'_"
royongkan, melaporkan hasil pelaksanaan gotong royong
mandiri sebagaimana disebutkan pada - ayat (2) dlatas g
kepada Bupat1 melalui penanggung Jawab

Bagian Kedua =
Gotong Royong Stimulan

Paragraf1

Perencanaan

Pasal 22

Q) Gotong Royong Stimulan- d1rencanakan secara bersama

" .oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa . dan Dunia -

Usaha/ Perusahaan dengan masyarakat. -

(2) Jenis kegiatan yang dlrencanakan untuk gotong royong

stimulan antara lain:
a. pembuatan jamban keluarga;

b.

PR Moo

‘pembuatan septik tank;
‘pembuatan taman;

pembuatan gorong-gorong di lingkungan;
pembuatan pintu air saluran i mga51, _
Pembuatan sarana pendukung panw1sata
pembangunan balai pertemuan;

. Rehab Rumah Tidak Layak Huni; |
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Pemberdayaan usaha ekonomi produktlf skala usaha '_ _'

_mikro kecil (UMK) dan Koperasi;
) pembangunan fasﬂltas lamnya " S
: (3) Gotong royong stimulan - yang dlrencanakan ‘secara -

~bersama oleh - Pemerintah Daerah atau Pemermtah Desa' o
dengan masyarakat dlrencanakan dengan menyusun_ﬁ o
~Rencana ‘Kerja _ dan “Anggaran sesuai - aturan dan s

mekamsme penyusunan anggaran yang berlaku.

.. (4) Gotong ‘royong  stimulan - yang dlrcncanakan secara S
- bersama oleh . Dunia Usaha/ Perusahaan dengan L
masyarakat dlrencanakan sesuai aturan dan mekamsrne R

- yang berlaku di Dunia Usaha/ Perusahaan bersangkutan S

i ' (5) Dalam hal gotong - royong stunulan direncanakan oleh | -
rnasyarakat dilakukan - 'melalm musyawarah yang- o

d11<oord1na51kan oleh Agen PGR.

; (6) Agen- PGR membuat  berita - écéira 'mﬁsyaWarah S
- sebagaimana - ‘dimaksud - pada ayat (5) tentang rencan a
kegiatan pembangunan yang ‘akan’ dﬂakukan ‘melalui

gotong royong stimulan untuk 1 (satu) tahun anggaran. "

(7) Agen PGR. menyampalkan berlta acara sebagalmana' '_

dlmaksudpada ayat (6) kepada:

S a Kepala Desa untuk ‘usulan rencana kcglatan gotong':
-~ royong stimulan yang - dananya | bersumbcr : dan o

. Pemerintah Desa (APBDcsa) R o
' .b. Camat untuk usulan rencana keglatan gotong royong -
- ”'stunulan yang dananya bersumber dan Pemenntah o
" Daerah (APBD). = ; L

_5'(8) Camat menyampalkan rencana keglatan gotong royong:-'___: i
. sebagaimana dunaksud pada ayat - (7) huruf b kepada'-‘__. o
Kepala SKPD 'I‘erkalt sesum _;ems/ bldang gotong royong B

yang dlusulkan

‘- Pasal 23

-» .: (1) Gotong Royong Stunulan yang berka1tan dengan pertaman S
- dlrencanakan oleh warga tani setempat dalam nmSyawarah' T
yang dlkoordma51kan oleh Agen PGR d1 wﬂayah kelompok L

‘tani bersangkutan o

;_:'(2) Agen 'PGR -membuat benta acara musyawarah tentang"_. 3 _
. .rencana’ pembangunan yang akan dlgotong royongkan R

. untuk 1 (satu) tahun anggaran, . |
_”7(3) Rencana Pembangunan sebagaunana dlmaksud pada ayat, T
(2) d1buat secara tertulis dan d1$ampalkan oleh Agen PGR

_melalui Camat kepada SKPD yang tugas pokok dan . .
fungsmya mempunya1 keterkaﬂan dengan PI‘Ogram atau e

keglatan tersebut

(4) Ketentuan lebih lan_;ut mengenal prosedur dan. tata cara' :

perencanaan gotong royong Stlrnulan dlatur denganj
_ 13 _ R o]



Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati. o
Pasal 24

Kepala Desa bersama BPD menetapkan usulan gotong royong
stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3)

- menjadi program pembangunan dalam APB Desa.

Pasal 25

(1) Kepala SKPD menginventarisir “usulan gotong royong

stimulan yang disampaikan oleh Camat untuk diteruskan

kepada Bupati melalui staf ahli Bupati bidang
- pembangunan. '

(2) Staf ahli Bupati bidang pembangunan rnengkoordmamkan
SKPD penerima usulan rencana gotong royong stimulan
untuk selanjutnya membahas usulan tersebut bersama
Tim Anggaran Pemerintah Daerah. -

(3) Staf - Ahli Bupati bidang pembangunan selanjutnya
menyampaikan hasil pembahasan usulan rencana gotong
royong stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada Bupati. |

(4) Bupati bersama DPRD menetapkan gotong royong stlmulan
sebagai PGR dalam Perda APBD. -

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan

program atau kegiatan, penganggaran, penyaluran, dan
pertanggungjawaban dana gotong royong stimulan diatur
dalam petun_]uk teknis yang dltetapkan dengan Keputusan
‘ Bupatl
(6) Rancangan Petunjuk Teknis sebagalmana dlrnaksud pada
ayat (5) disusun oleh Kepala SKPD sesuai tugas dan
fungsinya masing-masing, |

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 26

(1) Gotong . royong stimulan dilaksanakan sendiri oleh
masyarakat atau Kelompok Tani setempat. '

(2) Pelaksanaan gotong royong stimulan d1koord1nasﬂ<an oleh _
agen PGR. - '

(3) Gotong royong stimulan yang berkaltan dengan pertanian
seperti pembuatan/ perbaikan saluran irigasi cacing dan
pembuatan/perbaikan pagar kawasan dikoordinasikan -
oleh Agen PGR dengan melibatkan Malar dan Ketua
Kelompok Tani di wilayah kelompok tani bersangkutan.

14
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Bagian Ketiga
Gotong Royong Padat Karya

Paragrafi 1
 Perencanaan

Pasal 27 _
(1) Gotong Royong Padat Ka:ya dllaksanakan mclalm tahapan

- . awal perencanaan. :
: (2) Jenis program atau keg1atan yang dlrcncanakan untuk

gotong royong padat karya mellputl tetapl tidak terbatas
pada :
Pembangunan jalan baru/ jalan usaha tani;
Pembersihan aliran sungai Dompu;
Pembangunan/normalisasi saluran irigasi;
Pembangunan badan jalan; =

Perkerasan jalan lingkungan; o

Pembangunan rabat beton jalan lmgkungan,
Pembangunan fasilitas lamnya

mo e

o

Pasal 28

._ (1) Gotong Royong Padat Karya yang dananya dibebankan

pada APBD dilaksanakan melalui tahapan perencanaan

~ oleh SKPD atau Agen PGR. |
(2) Perencanaan oleh SKPD dilakukan dengan penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran sesua1 mekanisme
 penyusunan anggaran.

' "(3) Dalam hal perencanaan dilakukan oleh Agen PGR maka

dilaksanakan dalam musyawarah bersama masyarakat di
wilayah RT setempat.

" (4) Hasil musyawarah sebagalmana dimaksud pada ayat (3)

selanjutnya dibahas oleh agen PGR bersama pemerintah
desadan Badan Permusyawaratan Desa dengan’
mengikutsertakan kepala dusun/kepala lingkungan.

: (5) Agen PGR membuat berita  acara musyawarah tentang

~ usulan rencana gotong royong padat karya yang diketahui
- oleh kepala desa/lurah.

- '_(6) Agen PGR mcnyampalkan usulan rencana gotong royong _'

padat karya masing-masing desa/ kelurahan kepada SKPD
yang tugas pokok dan fungsinya memiliki keterkaitan
dengan rencana pembangunan tersebut. '

| (7) Usulan rencana gotong royong padat karya masmg-masmg. E
 desafkelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

disampaikan melalui Camat setempat.
Pasal 29
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(1) Camat menyampaikan usulan rencana gotong royong
- “padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat

(7 kepada SKPD sesuai jjenis program atau keglatan yang
~ diusulkan oleh Agen PGR.
(2) Kepala SKPD mengmventansu' usulan gotong royong padat S
- karya yang disampaikan oleh Camat untuk diteruskan -
. kepada  Bupati mela1u1 : staf ahh Bupat1 bldang. '
pembangunan .
' (3) Staf ahli Bupati bidang pembangunan mengkoordmamkan o

" SKPD penenma usulan rencana gotong royong padat karya

- untuk  selanjutnya membahas usulan tersebut bersama
~ Tim Anggaran Pemerintah Daerah ' '

o (@) Staf_ Abli Bugat bidang pembangunan Selanj“mya'-

enyampalkan hasil pembahasan usulan rencana gotong -
royong padat karya sebagalmana dlmaksud pada ayat (3)
kepada Bupati. _
' (5) Bupatl bersama DPRD menetapkan gotong royong padat |
karya sebaga1 PGR dalam Perda APBD

Pasal 30

(1) Gotong Royong Padat Katya yang dananya dlbebankan"
pada APB" Desa dilaksanakan - melalui tahapan
perencanaan oleh Pemerintah Desa atau Agen PGR.

S .--7(2) Perencanaan oleh Pemenntah Desa dilakukan d.engan_.' '.

penyusunan 'APB Desa sesuai mekamsme penyusunan
- anggaran. - | .
(3) Dalam hal perencanaan dllakukan oleh Agen PGR maka
dllaksanakan dalam musyawarah bersama masyarakat di ‘
L wﬂayahR’I‘setempat o : - _ -
B _ (4) Hasﬂ musyawarah sebagaumana dlmaksud pada ayat (3)

selan_]utnya dibahas oleh agen PGR bersama pemerintah -

desa dan ' Badan Permusyawaratan " Desa dengan
englkutsertakan kepala dusun/ kepala lmgkungan

(5)Agen PGR membuat berita acara musyawarah tentang .
L usulan rencana gotong royong padat kaxya yang d1ketahu1 ol

oleh kepala desa.

L (6) Kepala Desa bersama  BPD menetapkan usulan rencana o

gotong royong padat karya sebagalmana dlmaksud pada' o |

4. ayat (5) dalam APB Desa.

Pasal 31

: .:' | (1) Gotong Royong Padat Karya yang dananya bersumber dari ..
o dana CSR dlrencanakan oleh perusahaan pemﬂlk dana

CSR.

'_(2) Perencanaan gotong royong padat karya oleh perusahaan o

pemlhk dana CSR dlkoordmamkan dengan Staf Ahll Bupati -

: bldang Pembangunan
L .16
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"""’7-'7(3) Staf Ahh Bupatl bldang Pernbangunan menyampalkan"'}

rencana gotong royong padat karya sebagalmana dlmaksud
- pada ayat (2) kepada Bupatl : . _

.' '(4) Bupati menetapkan Agen PGR pelaksana gotong royong '

. padat  ‘karya sesuai. lokas.1 yang - dlrencanakan oleh
. perusahaan pemilik dana CSR. ' | a

' (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara
_:_ perencanaan Gotong Royong Padat Karya diatur dengan

Petunjuk Pelaksanaan yang dltetapkan dengan Keputusan
Bupat1 :

Paragraf2
Pe_lakSanaan 7

Pasal 32 }

V._‘-(1) Program atau keglatan gotong royong padat kalya yang o

‘berasal dari  usulan masyarakat ‘atau Agen PGR yang -
d1tetapkan dalam APBD dan APB Desa dllaksanakan oleh

_ . Agen PGR bersama masyarakat setempat. . : -
e ':(2) PrOgram atau kegiatan SKPD dan Pemenntah Desa yang_f R
- ‘bukan" berasal dari usulan masyarakat atau. Agen PGR ~
c yang pengerjaannya tidak memerlukan teknolog1 tinggi dan
- mampu dlkerjakan oleh masyarakat dlker]akan melalui
" gotong 'royong padat kazya oleh Agen PGR bersama‘
O masyarakat setempat. . ' : e o :
(3) Ketentuan ~mengenai pelaksanaan gotong royong padat'

-karya- "~ mengacu pada- ketentuan padat karya masmg- -

- 'masing bidang pekerjaan yang dipadat katyakan

(4) Ketentuan 1eb1h lanjut mengenai teknis pelaksanaan _
penganggaran penatausahaan,‘ pelaporan evalua51, L
pengawasan, dan pertanggung]awaban gotong royong_ e
.. padat karya diatur dengan. petunjuk tekms pelaksanaanj .
3 ~' yang dltetapkan dengan Keputusan Bupatl ' g

'-(5) Rancangan Petunjuk Teknis sebagaunana dimaksud pada .

.- ayat (4) disusun oleh Kepala SKPD yang terkalt dengan )
gotong royong padat karya tersebut - ]

Baglan Keempat
' Kepan1t1aan Keglatan PGR

Pasal 33

(1) Dalam rangka mensmerglkan pelaksanaan PGR dlbentuk
S kepamtlaan sesuai jenis keglatan yang dlgotong royongkan ,
ﬁ ._(2) Keanggotaaan Panitia- Keglatan PGR' disesuaikan dengan

" kebutuhan dan dltetapkan dengan Keputusan Bupat1

'_'__":;'4_"3_'(3) Panitia Keglatan PGR bertugas o
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a mcmantau pelaksanaan keglatan pembangunan yang: |
dlgotong royongkan., : : :

b mendorong percepatan . pelaksanaan - kegiatan' :
_ pembangunan yang dlgotong royongkan sesuai targct 3
yang ditetapkan. '

(4) Uraian dan tata cara pelaksanaan tugas Parutla Keglatan N

.- PGR ditetapkan dengan Keput_usan_ Bupati.
BAB VII . S

Bagian Kesatu
Pcmbiajfaan

Pasal 34

Pemblayaan gotong royong Stlmulan dan Gotong Royong o

- Padat Karya bersumber dari:
- a., APBD;
~'b. APB Desa; dan S
. c Dana CSR dan/atau Sumber lamnya yang sah

Pasal 35 _ ”

- (1) Blay a. gotong royong stimulan yang dltetapkan dalam?:

- APBD dan APB Desa dlanggarkan pada pos belan_]a hibah.

L (2) Biaya gotong royong padat karya yang ditetapkan dalam .

_ APBD dan APB Desa dlanggarkan pada pos belanja
_ langsung '

| Bagian Kedua = |
Pembayaran Biaya Gothg Royong Stimulan-

Paragréf;l- e
Sumber Biaya Déi'i APBD

Pasal 36 o

" (1) Pcnyaluran Biaya gotong royong stlmulan yang bersumber S
dari . APBD dlbayarkan secara penuh kcpada Agen PGR S

bersangkutan

(2) Pembayaran - blaya gotong royong stlmulan sebagalmana}_ C
- dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Umum

Daerah “dengan - pemmdahbukuan dari Rckcnihg Kas-

Umum Daerah ke Rekening Agen PGR pada Bank yang : SR

dltl.ll’l_]Uk Pemerintah Daerah.

' (3) Pembayaran blaya gotong royong stlmulan olch Bcndahara j 

Umum Dacrah setclah Agen PGR memenuhl persyaratan
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- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara
-(5) pengajuan dan pembayaran biaya gotong royong diatur

dalam petunjuk teknis yang dltetapkan dengan Keputusan N

. Bupat1
(6) Rancangan Petun_luk teknls sebagalrnana dlmaksud pada _

o ayat {4) disusun oleh SKPD yang mcmbldangl Pengelolaan- T

Keuangan Daerah.

: Paragraf 2 SR
Sumber Blaya Dari APB Desa

Pasal 37

(1) Penyaluran b1aya gotong royong stlmulan yang bersumber:: |

e . dari APB Desa dibayarkan secara penuh kepada Agen PGR
"~ bersangkutan. S
(2) Pembayaran biaya gotong royong stlrnulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Desa = '

- dengan persetujuan tertulis Kepala Desa

_(3) Pembayaran - biaya - gotong B royong . .'stimulan

- pemindahbukuan dari Rekening Kas.Desa ke’ Rekenlng__‘
- Agen PGR pada Bank yang ditunjuk Kepala Desa."
(4) Pembayaran biaya gotong royong snmulan oleh Bcndahara -
~ Desa setelah Agen PGR memenuhi persyaratan

* (5} Ketentuan mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara

pengajuan dan pembayaran dana gotong royong diatur .- o
" dalam petun_]uk teknis yang dltetapkan dengan Keputusan L

Bupatl

e '(6) Rancangan Petun_luk tCkIllS sebagalmana dJmaksud pada:' B
: ayat (4) disusun oleh SKPD yang membldangl pengelolaan e

Keuangan Daerah.

Paragraf 3 _
. Sumber Biaya Dari CSR . '

- Pasa138 e

: (1) Penyaluran biaya gotong royong stlrnulan yang bersumber

- dari- CSR Perusahaan dlbayarkan secara penuh kepada -
Agen PGR bersangkutan :

L (2) Tata cara pembayaran, pelaporan dan pertanggun.awaban S

- dana gotong royong stimulan yang bersumber dari CSR
berlaku ketentuan perusahaan pemlhk dana CSR

g o Baglan Ketlga RO e
Pcmbayaran B1aya Gotong Royong Padat Karya e

Paragraf 1

Surnber Biaya Dar1 APBD
19 .



Pasal 39 '

: (1) Pembayaran dana gotong royong - padat kaxya yang
. bersumber dari APBD dilakukan oleh Bendahara Umum L

~ Daerah setelah memenuhi persyaratan

' - ;'(2) B1aya gotong royong sebagalmana dlmakaud pada ayat (1) o

'dibayar ~secara bertahap sesuai laporan kema_]uan

o . pekerjaan dengan pemindahbukuan dari . Rekening Kas

~Umum - Daerah kerekening- Agen PGR pada bank yang
d1tun_|uk pemerintah daerah. :

(3) Tahapan dan besaran pembayaran blaya gotong royong R

padat karya diatur dalam petunjuk tekms yang dltetapkan
dengan Keputusan Bupat1 -

Pasal 40

| ..(1) Pencalran blaya gotong royong padat karya oleh Agen PGR

: wajib mendapat persetujuan tertulis dari Camat setempat

T (2) Persetu_]uan camat sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) _
' setelah menerima laporan’ reahsa31 kemajuan pekerjaan o

. dari Agen PGR secara benar antara bukti adm1nlstra31 dan
buktl fisik disertai dokumen foto pekeqaan )

. ! (3) Camat berhak - menolak  memberikan persetu_]uan o
pembayaran dana gotong royong padat karya apab1la Agen RS

PGR belum- memenuh1 ketentuan sebagalmana dlmaksud
pada ayat (2). ' '

a (4) Ketentuan mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara

penga_]uan dan pembayaran dana gotong royong padat :

kaxya yang bersumber dari APBD - d1atur dalam_ R

petun_luk 'teknls yang dltetapkan dengan Keputusan

T : Bupat1 :
- (5) Rancangan Petunjuk teknis sebagalrnana dlmaksud pada o
R ayat G d1$usun oleh SKPD yang membldangl pengelolaan L

keuangan daerah.

_ Paragraf 2 \
' Sumber Blaya Dan APB Desa :

Pasal 4 1

3'(1) Pembayaran dana gotong royong padat karya yang

- bersumber dari APB Desa dﬂakukan oleh Bendahara Desa
setelah memenuh1 persyaratan

W (2) Biaya gotong royong sebagalmana dimaksud pada ayat (1) :

. disalurkan secara bertahap dengan pemmdahbukuan dari
o rekenlng Kas Desa ke rekenlng Agen PGR pada bank yang'

dltunjuk S



| '(3) Tahapan dan ‘besaran PembaYaran b1aYa gotong roYong'._-..,._': :'

- padat karya diatur dalam petun_]uk teknls yang dltetapkan

RS dengan Keputusan Bupatl

Pasa.l 42

e ;.'i(l) Pencalran blaya gotong royong padat kaxya oleh Agen PGR' h

- wajib mendapat persetujuan tertulis. dari Kepala

Desa/Lurah setempat dan' dllakukan secara bertahap i

'sesuai laporan kemajuan peker}aan

: (2) Persetujuan Kepala Desa/ Lurah sebagaumana dlmaksud_ i

“pada ayat (1) setelah _rn_enenma _laporan . reallsasL

R kemajuan pekerjaan  dari Agen PGR secara benar antara ;:'-
bukti admlnlstra31 dan buktJ flSlk dlsertal dokumen foto

peker;aan

(3) Kepala  Desa/Lurah berhak menolak memberlkan_

‘ persetUJuan pembayaran dana gotong royong padat kaxya'_';
-~ apabila - - Agen PGR belum memenuh1 _ket_entuan o
5 sebagalmana dimaksud pada ayat (2. :

B (4) Ketentuan mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara e

penga_]uan dan pembayaran dana gotong royong padat

- karya  yang - bersumber . dari- APB  Desa diatur - dalam . - _

petunJuk teknls yang - dltetapkan dengan Keputusan"

Bupatl :
. (5) Rancangan Pctun_]uk teknls sebagalmana dlmaksud pada_ -

_ayat (4) disusun oleh SKPD yang membldangl pengelolaan
keuangan daerah : : : -

- Paragraf 2
Sumber Biaya Dari Dana CSR

Pasal 43

s "_":'.(1) PembaYaran biaya gotong royong padat kalya yang' :

_bersumber dari dana CSR sesuai ketentuan yang berlaku'
pada perusahaan pemilik CSR.

(2) Biaya gotong royong sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

dlsalurkan secara bertahap dengan pemlndahbukuan dari R
SR rekenlng Kas Perusahaan Pemlllk CSR ke rekemng Agen o -
 PGRpada bank yang ditunjuk. - S

o ":.(3) Tahapan dan besaran pembayaran b1aya gotong royong

padat ka:ya . dari dana . CSR dltetapkan 3 oleh.
perusahaan bersangkutan ' Sl

) Bagian Kee.rn'pai.: SR
' Blaya Operasmnal

| Pasal 44 ..

S ..



| ...(1) Biaya opcrasional Tim Pengarah PGR, Tim Pembina PGR, - o

. Tim Penggerak PGR, Agen PGR Kecamatan, Agen PGR

Kelurahan, - Tim Penanggung Jawab Program, ‘Tim

| S Pengawas dan Pengendali Program dibebankan pada APBD -
 dengan _ mempertlmbangkan kemampuan keuangan o
- daerah. ‘ S, |

' [2) Blaya operasmnal Agen PGR Desa dan Agen PGR Dusun.".‘f_" BT

.~ dibebankan pada APBDes.
. ‘[3) Blaya operasmnal sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)

- diberikan setiap bulan yang besarannya dltetapkan dengan - S

Keputusan Bupati.

" (4) Biaya operasmnal sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)__}

B dlbenkan ‘setiap bulan yang besarannya dltetapkan o

dengan Keputusan Kepala Desa.

: Pasal 45 _
o (1) Panitia Keglatan PGR diberikan insentif per keglatan

'__(2) Insentlf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlbebankan '. o N
~pada  APBD yang besarannya d1tetapkan dengan Lo

Keputusan Bupatl

BAB VIII _ .
PERTANGGUN GJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 46

'Két'u'ar RT, Kepala Dusun/Kepala Llngkungan Kepala
Desa/Lurah ‘dan -~ Camat bertanggung _]awab terhadap

: _pelaksanaan gotong royong mandiri - sesuai- hngkup'
v koordmasmya ' L R

_ Pasal 47 | :
Agen PGR bertanggung jawab secara adrmmstram dan fisik

L terhadap pelaksanaan gotong royong stlmulan dan gotong _' o
e royong padat karya : - o '

Pasal 48

[1) Agen PGR wa_]lb menyampalkan laporan tertuhs secara'_-'_ S

- berkala atas realisasi pelaksanaan gotong royong stimulan -

'dan gotong royong padat karya kepada Bupat1 melalui Staf L

Ahli Bupati bldang Pembangunan. = - : e
(2) Laporan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) sebagal'
bahan untuk pcncalran dana tahapan benkutnya PR

B Pasal 49-_'__ _

C 22



' (1) Selain laporan berkala sebagalmana dlmaksud dalam Pasal

- 48 ayat (1) Agen PGR  wajib . menyusun laporan akhlr . L

_ pelaksanaan gotong myong kepada Bupati. o
(2) Laporan ‘sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) sebaga1

bahan untuk menyusun perencanaan pembangunan
berlkutnya '

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SERTA EVALUASI

_ Bagian Kesatu : L
~ . Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 50

1 Pengawasan dan pengendahan gotong royong dﬂakukan

oleh Staf Ahli Bupati .

. '(2} Dalarn melaksanakan pengawasan gotong royong, Staf Ahh' S

Bupat1 dibantu oleh Tim Pengawasan dan pengendahan
(3) Tim Pengawasan dan Pengendalian Gotong - Royong
dltetapkan dengan Keputusan Bupat1 yang keanggotaannya
- terdiri dari :
a. Inspektur Inspektorat sebagal ketua

: ‘b. Staf Ahll Bupati b1dang pembangunan sebagai

R sekretans _ :

| c Staf ahli Bupati bldang lamnya dan Staf Khusus Bupatl
- sebagai anggota; o : :

(4) Tim Pengawasan dan Pengendahan Gotong ' Royong

menyampalkan laporan  hasil = pengawasan . dan =

: pengendahan kepada Bupatl melalu1 Sekretans Daerah

Pasal 5 1

: (1) Selam pengawasan oleh Tim Pengawasan dan pengendahan
gotong royong, masyarakat berhak melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dlgotong royongkan
oleh Agen PGR.

(2} Pengawasan oleh masyarakat sebagaunana dnnaksud pada
‘ayat (1) dllakukan dalam bentuk AL

_ a pembenan usul saran atau masukan dalam menyusun
- perencanaan gotong royong; | - SRR
b. pemberlan saran atau masukan secara bertanggung
jawab baik lisan maupun tertulis terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang digotong royongkan; '
c. pemberlan informasi, masukan atau korekm secara
bertanggung jawab ba1k lisan maupun tertuhs kepada
Bupatl tentang pelaksanan gotong royong, -

Baglan Kedua
23



' Evaluasi

S Pasa152 i SO
- '(1) Bupat1 melakukan evalua51 terhadap pelaksanaan PGR

o __ _'.(2) Evaluasi . dilakukan terhadap admmlstraSI dan ﬁ51k N

peker]aan yang dlgotong royongkan

Pasal 53

."(1) Evaluam terhadap pelaksanaan PGR dllakukan sekurang—
kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. T L
. (2) Evaluasi  sebagaimana - dlmaksud pada ayat (1)
. dilaksanakan pada forum Yasman yang dlselenggarakan_ :
R setlap malam Jum’at. | . : |
- (3) Taca cara pelaksanaan Forum Yasman dlatur dalam :
5 Petun_;uk Pelaksanaan yang dltetapkan dengan Keputusan .
Bupat1 : o |

. BABX -
| HUBUNGAN DAN TATA KERJA |

Pasal 54 .

_;:Tata kerja Agen PGR dengan Tim Penggerak PGR T1m e
* Pembina PGR, ‘dan Tim Pengarah ‘PGR,- Tim Penanggung _
. Jawab Program, 'Tim Pengawas . dan Pengendah Program* T .

' bersﬂ'at konsultatlf dan koordmatlf

_ S _ Pasal 55 ‘ _
- _(1) Hubungan ker]a Agen PGR dengan T1m Penggerak PGR

. Tim ~Pembina PGR, dan Tim “Pengarah PGR, Tim - B '
Penanggung Jawab Program, Tim Pengawas dan Pengendah a

- Program bersifat koordinatif dan konsultatif.

o S (2) Hubungan kerja Agen PGR dengan Pemerlntah Daerah .

- Pemerintah Desa, Perusahaan, Organisasi pelaksana PGR
dan masyarakat bersifat kemltraan L '

- Pasal 56

- Setlap pelaksanaan Gotong Royong Stlmulan dan Gotong:
5 _Royong Padat Karya harus dlkoordlna51kan oleh: Agen PGR_

- ‘dengan Tim- Penggerak PGR dan T1m Pembina PGR," T1m_' S

= Penanggung jawab Program, dan Tim Pengawas dan
'__PengendahProgram ST A



‘ (1) Agen PGR Wajlb berkoordlna31 dengan SKPD / unlt ke1j Ja
~dan pemerintah desa yang menganggarkan dana . gotong

royong stlmulan dan gotong royong padat ka:ya dalam ;':f R

. APBD dan APB Desa.

s (2) Koordlna31 sebagalrnana dlmaksud pada ayat (1) dalam

rangka penyerahan - dan pelaksanaan program atau
keglatan pernbangunan yang dlgotong royongkan

Pasal 58

'__Program atau keglatan yang anggarannya bersumber dari-

B ‘Dana Alokasi Khusus tidak dikoordinasikan dengan Agen PGR -
. dan tldak boleh dllaksanakan dengan gotong royong

KEWAJIBAN DAN LARANGAN SERTA TANGGUNG JAWAB R

Bagian' Kesatu_ '
Kewajiban S

Pasal 59

-Setiap - SKPD/Unlt kerja _ dan Pemerlntah Desa Wa_nb_

_mendukung ‘dan . menyusun pmgram y keglatan_i_- EE
. ‘-:f.'pernbangunan dan mengalokasﬂ(an anggaran untuk gotong
Sy royong stlrnulan dan gotong royong padat ka.rya - |

Pasal 60

e "_;Bendahara Umurn Daerah - dan _ Bendahara Desa ~wajib -

- .mempnontaskan pembayaran dana gotong royong stlmulant S

L dan gotong royong padat kaIya

o Pasal 61
(1) Kepala SKPD/Unlt Kerja dan Pemerlntah Desa wajib

: melakukan pembinaan pengelolaan dana gotong royong

kepada Agen PGR.

(2) Pernblnaan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) mehputl

- Pemblnaan adrmmstram dan pelaporan keuangan .

Pasal 62

| - Setlap Agen PGR wajib menyelanggarakan gotong ‘royong .

dengan sebalk balknya sesuai rencana yang dltetapkan.
Baglan Kedua
Larangan-

Pasal 63



Program atau keglatan baik sebaglan atau seluruh dananya .: .
. bersumber dari APBD, APBDes, maupun CSR dllarang
dlahhkan pelaksanaannya kepada p1hak Ketha ' '

Pasal 64

Agen PGR dllarang menggunakan dana gotong royong yang '.
bersumber dari APBD, APB Desa dan CSR selain peruntukan'

. yang dltetapkan secara sah _oleh Pemermtah Daerah L

Pemenntah Desa dan perusahaan pemlhk dana CSR

. Pasal 65

: Agen PGR dllarang menggunakan dana gotong royong yang o

" 'bersumber dari APBD dan APB Desa ‘untuk kepentlngan
.pI‘lbadl maupun kelompok sehmgga meruglkan Daerah dan

o Desa

Pasal 66 _
Agen PGR dilarang mengurangi dana gotong royong dari pagu

T - anggaran yang ditetapkan dengan alasan apapun  termasuk o

untuk honoranum dan se_]erusnya kecuah blaya yang

berkaitan langsung dengan pelaksanaan gotong royong seperti -
.. untuk makan minum pekerja gotong royong, pelaporan, dan .
: moblhsa51 alat/ bahan ' '

Bagian Ketiga - -
Tanggung Jawab o

Pasal 67

(1) Agen PGR baik secara- bersama sama atau SCIldll'l yang

L menyalahgunakan dana gotong “‘royong - sehlngga_ :

: mengaklbatkan pekerjaan tidak dapat dﬂaksanakan sesuai -
yang direncanakan wapb bertanggung _]awab secara -
perdata dan Pidana. '

o . s (2) Tanggung _]awab perdata sebagaunana dlmaksud pada ayat--' o
(1) dengan menggantl se_]umlah uang yang dlsalahgunakan R

' (3) Apabila penggantian uang sebagaimana dimaksud pada
‘ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu.  pelaksanaan

peker]aan gotong royong maka yang bersangkutan tidak B

.+ diproses secara pidana. - - *
: _(4) Apabila tanggung jawab secara perdata tldak dllaksanakan
- maka yang bersangkutan = dilimpahkan kepada Aparat

Penegak Hukum untuk bertanggung jawab secara pidana )
~dan dlpI‘OSeS y sesual peraturan perundang-undangan.:__‘_'

‘yang berlaku. .

26 -



BAB XII :
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 68

(1) Sehap persehs1han yang tlmbul dalam gotong royong harus o
dlselesalkan secara - musyawarah dan mufakat serta -
d11andas1 dengan semangat kekeluargaan

(2) Persehmhan Gotong Royong = dalam satu kecamatan o
d1fa3111ta81 dan dlselesalkan oleh Camat bersama T1m .

' Pembina PGR. | . : _
(3) Pcnyelesalan perselisihan 'sebagaimana. dlmaksud pada
.. ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adll tldak memlhak

' ~dan keputusannya ber31fat ﬁnal

: BABXM
'SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 69

S Agen PGR yang melanggar ketentuan sebagalmana dlmaksud
dalam Pasal 63 dan Pasal 64 dlkenakan sank81 admlmstratlf
berupa v '

U a. Penghennan pembayaran blaya gotong foyong tahap

R berikutnya.
b Penghentlan pcmbayaran blaya operasmnal

Pasal 70

e (1) Agen PGR yang melanggar ketentuan sebé'gair.naha"'
dimaksud dalam Pasal 66 dikenakan sank31 admlmstrauf
berupa penghenhan pelaksanaan tugas.

(2) Penghentlan pelaksanaan tugas sebagaimana dlmaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah_-. B
mendapat pertlmbangan T1m Pembma PGR dan- T1m
Penggerak PGR o ' '

| BABXIV =
"KETENTU_AN PIDANA' .

Pasal 7 1

- Agen  PGR yang melanggar ketentuan Pasal 65 dlancam :
. 'dengan pldana penjara sesual ketentuan perundang—r
' undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korup81

CBABRY
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PENVIDIKAN

' Pasal 72

R _*penyldlkan terhadap tindak pidana dana PGR dikakukan oleh: o

Penyidik Kepolisian Negara Repubhk Indonesia, Ke_]aksaan,_'i

e _dan Komlsl Pemberantasan Korup31 sesua1 kewenangan yang o

: dlat‘uI' dalam undang-undang

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP =

Pasal 73

e Peraturan : ) D_aerah ini mulal berlaku pada § t'an'gg'al' o e

" diundangkan. -

- Agar - setiap . orang . mengetahuinya memermtahkan S
,pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya_.r Lo

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu |

Dltetapkan di Dompu

Padatangga.l =1 - S 2017

BUPATI DOMPU

H BAMBANG M YASIN
,Dlundangkan di Dompu . R
s padatanggal H ~ /! —*_:'“2017

| LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2017 NOMOR 09 *



et E11. PASAL DEMI PASAL

] Pasal 1

PENJELASAN
- ATAS
. . RANCANGAN -
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
~ NOMOR (9 TAHUN 2017
5 . TENTANG

' PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG .

I _UMUM |

Gotong royong merupakan salah : satu budaya bangsa yang, 3

"mengandung nilai - dan semangat kebersamaan, - ~persatuan, - dan- tolong
- menolong yang men]adl kekuatan besar dalam mewujudkan pembangunan
~yang ' perlu dllestankan dan dltumbuh kembangkan dalam kehldupan
_bermasyarakat ' = ' : :

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terencana terukur,_

- terarah dan “berkesinambungan sesuai kebutuhan serta ‘dalam  upaya
'memperluas kesempatan kerja ‘dan pemberdayaan masyarakat ‘perlu
: merev1ta11sa81 gotong royong untuk mendorong partisipasi masyara_lfa_t secara

aktif. dan produktlf dalam perencanaan, pelaksanaan, dan ’pengawasan

" pembangunan R : . o
o -Bahwa untuk membenkan arah dalam rangka penguatan dan L
'mewu]udkan hasil - gotong royong yang berhasil guna dan berdaya guna '

perlu landasan hukum yang ‘menjamin kepastian program - daerah |
pemberdayaan gotong royong sebagai sarana pembangunan part1s1pat1f yang

_aktlf dan produktlf di Kabupaten Dompu

' Cukup Jelas

-Pasél 2

Huruf a : : SR . _
 Asas Musyawarah berarti bahwa perencanaan gotong royong
dllaksanakan secara musyawarah dan - menJadl keputusan
o bersarna masyarakat selaku pelaku pembangunan
. Hurufb _ :
E _ Asas kebersamaan, berartl bahwa gotong royong dlrencanakan
_ 7 dllaksanakan dan dlawas1 sendiri oleh masyarakat
S Asas keterbukaan, berafti bahwa penyelenggaraan ‘gotong
royong yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan.
keuangan, dan pertanggung]awaban harus terbuka dan dapat b
SRR dlketahm oleh pubhk o AT :
i Huruf d : .



Asas asplratlf berart1 bahwa gotong royong merupakan proses

o kebutuhan masyarakat secara nyata
L "__Hurufe E ' |

o dalam rangka perluasan kesempatan: kerja dan sebagai bentuk,:
S pemberdayaan dan penmgkatan kese_]ahteraan masyarakat
o -'Huruff SR ‘ R B

. .- Asas kernanfaatan berartl bahwa hasﬂ gotong royong harus'ﬁf
S : s mernber1 rnanfaat bagl rnasyarakat e R
Huruf g ' g

harus ‘menjamin - kepastian hukum terhadap PDP - Gotong o

NI B X B Royong :

o :)IPasalS RN

Cukup Jelas '

-'Pasa14 R TR P

Cukup Jelas B

PasalS » _ B
RO Cukup Jelas I

Pasél 16

S Cukup Jelas
Pasal7 T
o | CukupJelas :
".,..__Pasa18 o
CukupJelas -
c Pasalg ; .
A CukupJelas, :
' Pasal 10 - e R
CukupJelas' B
.:i-‘f:Pasal 11 el b
R Cukup_]elas : |
S '_'-;Pasal 12 A
CukupJelas'__ -
Rt Pasal 13 -
Cukup Jelas e
i Pasal 14 S |
| CukupJelas e
5,-7'Pasal 1Is
o CukupJelas_
L] Cukup Jelas'."""' .
it Pasa117
Lt Cukup Jelas' e
_Pasal 18 - o e
et CukupJelas TR
---‘?'Pasal 19 o

30

pelaksanaan pernbangunan scbagal hasﬂ rumusan aSpll'aSI S -

Asas keberdayaan berarti bahwa gotong royong dllaksanakan L

Asasr Kepastlan Hukum, berartl bahwa pemermtah daerah: o



Pasél 20
Pasal 21 -

Pasal 22
Ayat (I)
- Cukup
Ayat (2)

Cukup Jelas =
Cukup JelaS' v

Cukup Jelas " o

Jelas

hurufa e

: Pembuatan jamban keluarga yaltu pembuatan _]amban

sumbcr dana dari pernenntah daerah atau pemenntah‘ o

untuk rumah tangga miskin atau tldak mampu dengan

~ . desa atau dana CSR Perusahaan yang dlkcr]akan secara -
' "'_gotong royong.
hurufb
- Pembuatan septlk tank yaitu pcmbuatan sumur. resapan

" . _atau tldak mampu dengan sumber dana dari pcmenntah o

air limbah rumah tangga untuk rumah tangga miskin

. .daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan T
E yang dikerjakan secara gotong royong. :
",'Pemb'uatan taman yaitu pembuatan taman seperti taman

kantor, taman kota, Taman ruang terbuka hijau: dan s

sejenisnya dengan sumber dana dari pemerlntah daerah

- atau pemerintah desa atau dana 'CSR Perusahaan yang

dikerjakan secara gotong royong oleh orgamsa51 profe51

i o "OKP atau pcrkumpulan lalnnya L
. hurufd B T
RS Pembuatan gorong- gorong' cdi lin'gkungan_-_‘:-_ yaitu:

: pembuatan gorong-gorong - yang ' menjadi . keb_utu_hén .

masyarakat setempat seperti untuk mengatasi genangan
air hujan atau penghubung jalan dengan sumber dana

| .:, =huruf e

dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana
CSR Perusahaan yang dlker_]akan secara gotong royong

-'Pe.mbuatan saluran pmtu ‘air saluran 1nga51' ya1tu

pembuatan pintu air untuk saluran irigasi tersier dan

.- sekunder dengan sumber dana dari pemerintah daerah
o atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang -

huruff

d1kc1]akan secara gotong rOYOHg

" Pembuatan sarana" pendukung' pariwisata "~ yaitu
pembuatan fasﬂltas pendukung = pariwisata - seperti

.gazebo/berugak 'di lokasi wisata. dengan sumber dana
S dari pemerintah daerah atau pemenntah desa atau dana‘ :
; 'CSR Perusahaan yang d1ker_|akan secara gotong royong B

31



i '/.Pasal 24 |
o Cukup Jelas'
| Pasal 25 o

”':Pasal 23

' Paéal28 __ : R
7 CukupJelas

- sarana’ untuk kegiatan masyarakat = seperti . balai - s

Pembangunan Balai Pertemuan yaltu pembangunan

pertemuan pemuda, balai pertemuan kelompok tani dan
sejenisnya dengan sumber dana dari pemerintah daerah

 atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang":

hurufh e
' " Rehab Rumah Tidak Layak Huni yaitu melakukan bedah R

dlkerjakan secara gotong royong

" ‘atau renovasi rumah penduduk miskin dan tidak

mampun yang tidak layak men]adl layak huni dengan' AR

" sumber dana dari pemerintah daerah atau pemenntah' -
S desa atau dana CSR Perusahaan yang dlker;]akan secara .

" gotong royong

: Pemberdayaan usaha ekonom1 produktlf_ skala usaha

" mikro kecil (UMK) dan Kopera51 yaitu pemberian dana_
. stimulan ‘untuk pengembangan’ usaha ekonomi produktlf
o masyarakat dengan sumber dana dari pemermtah dacrah_

~ atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang '

B -:hurufJ

o Ayat (3)
- Cukup
_Ayat @
Cukup
: Ayat (5) '

'-Ayat (6)
~ cCukup
’ :'_--Ayat 7 -
L -Cukup

-'Ayat (8) |

Cukup J clas

dlkeljakan secara gotong royong
Cukup J elas
Jelas e

Jelas_ S

Cukup Jelas

J elas

Jelas -

Cukup Jelas

Cukup J cIas

.Pasal 2 -

Cukup Jelas . -

'Pasal 27

Cukup J elas

32



Pasal 29 - S
T ' CukupJelas i
- i'._-"_'_Pasal 30 .
S Cukup Jelas-
B Pasal 31 " -
Lo Cukup Jelas -
. Pasal 32 -
Cukup Jelas o
Pasal 33 -
' Cukup Jelas-_- |
L Pasa134 s K -
Cukup Jelas. | -
‘ Pasal 35
S Cukup Jelas sk
| ::-'Pasal 36
. , Cukup Jelas
g Pasal 37 o
S Cukup Jelas -
Pasal g o
Cukup Jelas
I 'Pasa139 B
CukupJelas L
P Pasal 40 B
- Cukup Jelas
Pasa141 TN LR
“Cukup Jelas -
_-Pasal 42
A Cukup Jelas
) Pasal43 R Y
_ ' CukupJelas‘
Pasal 44 S
O Ayat(l) 7 S
- Cukup Jelas -
' Blaya operasmnal berasal dari APBD yang dlserahkan kepada "
~Desa yangdlformulasﬁcandalamAPBDes ' EERR o
Ayat (3) - - e
o Cukup Jelas
= Ayat 4) _ L
o Cukup Jelas RUTC

N Pasal 45
| - Ayat e

_ jenis dan hngkup keglatan yang dlgotong— royongkan R
Ayat(2) G R BT
ST S o _ Cukup Jelas '

Setlap kegiétan dlbentuk pamt1a yang keanggotaannya sesuai S



U CukupJelas
'Pasal 47 )

" Pasal 50
-Pasal. 5 1
' Pa_sal 92 -

:f_Pasal 53 -

. "Pasal 55

. Pasal56

- Pasal o8

Pasal6l

T I ' CukupJelas '
| Pasal62

S CukupJelas-1. |

Pasal63 I

R CukupJelas R
Pasal 64 o

' CukupJelas L

: _Pasa165 o

~ Pasal 66

| Pasal 68 ..

_:Pasal 69

CukupJelas -
2= Pasal 48 - o

- Cukup Jelas

| Pasal4g .

S CukupJelas-_" .

CukupJelas :
Cukup Jelas'.- o
CukupJelas
R CukupJelas:_'i':' ' 
| '%;’.'Pasa154 B
L ‘Cukup Jelas
Cukup Jelas- T
e Cukup Jelas_{ '
. r_-.VPasal 57 -
- Cukup Jelas o
e _7 Cukup Jelas*-:ﬁ'd_

[ 'Pasal 59 _ .
PR CukUpJelas‘-___--__--

! Pasal 60 |
' Cukup Jelas L

- Cukup Jelas e
T CukupJelas f

Pasa167 Ll T
S Cukup Jelas Sl
Cukup Jelas ¥

Cuklip Jelas -
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Pasal 70 s
L CukupJelas
Pasal 71 =~ -
SO CukupJelas' :
S Pasal 72 ST
I CukupJelas
‘ "_'-_Pasal 73 ST
Cukup Jelas

S TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR _; X



